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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang mekanisme ideal pengangkatan pegawai Penghubung Komisi Yudisial. Selama

ini status kepegawaian Penghubung adalah pegawai honorer yang tidak diatur dalam UU ASN. Hal itu

membuat tidak ada kepastian mengenai hak keperdataan Penghubung, baik mengenai jaminan pendapatan

(gaji dan tunjangan), perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kepastian status kepegawaian juga

menentukan mekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

pola karir, serta mekanisme evaluasi kinerja. Hal ini menarik karena Penghubung Komisi Yudisial sudah

terbentuk sejak tahun 2013 di 12 Provinsi, tetapi status kepegawaiannya tidak jelas. Permasalahan yang

diangkat adalah urgensi keberadaan Penghubung Komisi Yudisial, Pengaturan status kepegawaian

Penghubung Komisi Yudisial, dan mekanisme ideal pengangkatan Penghubung di Komisi Yudisial. Metode

penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan analisis kualitatif,

dengan menggunakan penelusuran literatur sebagai studi dokumen pada data sekunder. Adapun hasil

penelitian menemukan bahwa keberadaan Penghubung sangat urgen sebagai pembantu pelaksana tugas

Komisi Yudisial di daerah. Akan tetapi pengaturan mengenai status kepegawaiannya tidak jelas dan hanya

sebagai pegawai honorer. Oleh karena itu Penghubung idealnya adalah menjadi ASN yaitu sebagai PNS.

Sementara Penghubung yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai PNS, terutama karena syarat usia, maka

ditransformasikan sebagai PPPK dengan pengaturan yang mengikuti ketentuan UU ASN dan PP Manajemen

PPPK. Tujuannya, agar Penghubung memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang jelas. Sebab

ketidakjelasan status Penghubung membuat beberapa diantara mereka memilih <em>resign</em> dan

memilih pekerjaan lain. Kondisi tersebut tentu sebuah ironi mengingat penghubung bekerja di Komisi

Yudisial yang merupakan Lembaga Negara sekaligus entitas pemerintahan. Sebagai entitas pemerintahan

yang bekerja dalam rangka memberikan layanan publik seharusnya Penghubung menjadi aparatur sipil

Negara dan mengikuti ketentuan dalam UU ASN. Apalagi pekerjaan Penghubung membutuhkan tingkat

kerahasiaan tinggi, sehingga status kepegawaian Penghubung juga harus kuat secara formal.

......This thesis discusses the ideal mechanism for appointing the Judicial Commission Liaison Employee. So

far, the Liaison's employment status is an temporary employee which is not regulated in the ASN Law. This

creates no certainty regarding the Liaison's civil rights, both regarding income security (salaries and

benefits), protection, and competency development. Certainity of employment status will also determine the

selection mechanism, appointment and dismissal, implementation of basic tasks and functions, career

patterns, and mechanism of performance evaluations. This is interesting because the Judicial Commission

Liaison has been formed since 2013 in 12 Provinces, but the employment status is not clear. The research

method used by the author is normative juridical, using a qualitative analysis approach, and using literature

search as a document study on secondary data. The study results found that the existence of liaisons is very
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urgent as assistants implementing the duties of the Judicial Commission in the regions. However, the

regulation regarding their employment status is not clear and they are only a temporary employees.

Therefore, ideally the Liaison is to become an ASN, namely as a civil servants (PNS). Meanwhile, Liaisons

who do not fulfil the qualifications as civil servants (PNS), mainly because of the age requirement, are

transformed into PPPK with arrangements that follow the provisions of the ASN Law and PP Manajemen

PPPK. In order to have clear protection and legal certainty. Because the unclear status of the Liaisons made

some of them choose to resign and moved to other jobs. This condition is certainly an irony considering that

the Liaison works in the Judicial Commission which is a State Institution as well as a government entity in a

broad sense. As a government entity that works in the context of providing public services, the Liaison

should become a state civil apparatus and follow the provisions of the ASN Law. Moreover, Liaison job

requires a high degree of confidentiality, so the Liaison's employment status must also be formally strong.


